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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR PM 154 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI
PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

ABSTRAK -

CATATAN : -

dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Unit
Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, telah
dilaksanakan penataan wilayah kerja di lingkungan Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154
Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi
Darat, dan pengaturan wilayah kerja dalam Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola
Transportasi Darat perlu disempurnakan dengan merelokasi BPTD Wilayah X dari
Kota Semarang ke Kota Surakarta, serta relokasi BPTD Wilayah X dari Kota
Semarang ke Kota Surakarta telah mendapatkan persetujuan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor
B/32/M.KT.01/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Usulan Pindah Lokasi
Kantor BPTD Wilayah X Provinsi Jateng dan D.l Yogyakarta.

Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 17 Tahun 2008;
UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 61 Tahun 2009; PP No. 5
Tahun 2010; PP No. 20 Tahun 2010; PP No. 21 Tahun 2010; PP No. 32 Tahun
2011; PP No. 55 Tahun 2012; PP No. 80 Tahun 2012; PP No. 79 Tahun 2013; PP
No. 74 Tahun 2014; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 40 Tahun 2015;
PERMENPANRB No. PER/18/M.PAN/11/2008; PERMENHUB No. 132 Tahun 2015;
PERMENHUB No. 133 Tahun 2015; PERMENHUB No. 134 Tahun 2015;
PERMENHUB No. 189 Tahun 2015; PERMENHUB No. 154 Tahun 2016;
PERMENHUB No. 106 Tahun 2017.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat meliputi mengubah lokasi BPTD dari
Semarang menjadi Surakarta dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM
154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi
Darat.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Maret 2018
dan ditetapkan tanggal 28 Februari 2018.
Lampiran : 10 him.



